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ABSTRAK 
Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu hal yang 
menyebabkan negara ini lamban dalam proses pertumbuhannya. Melalui Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas, independen serta 
bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
ternyata masih belum cukup untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. 
Dalam perkembangannya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa 
tindak pidana korupsi selain pidana pokok yaitu pidana penjara ditambah juga 
dengan pidana tambahan yang salah satunya adalah perampasan harta, tujuan dari 
perampasan harta ini adalah selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga 
dimaksudkan untuk menggantikan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak 
pidana yang dilakukannya. Pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut susai 
dengan  Peraturan Menteri  Keuangan No 08/PMK/.06/2018	Tentang	Pengelolaan 
Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang 
Gratifikasi akan dikelola oleh Menteri keuangan dalam bentuk Penjualan secara 
lelang; Penetapan status penggunaan; Pemanfaatan; Pemindahtanganan dalam 
bentuk Hibah; Pemusnahan; dan Penghapusan. Peran Hakim dalam memberikan 
keputusan hanya sampai dalam tingkatan barang bukti tersebut dirampas untuk 
negara atau dikembalikan lagi ke terdakwa atau orang yang berhak atas barang bukti 
tersebut. 
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